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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, se-bagaimana yang telah 
diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1)	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf  i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2)	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelang-
garan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  c, huruf  d, huruf  f, dan/atau 
huruf  h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3)	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelang-
garan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  a, huruf  b, huruf  e, dan/atau 
huruf  g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(4)	 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pem-
bajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
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Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian 
atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan 

mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



Kata Pengantar

Penyusunan dan terbitnya buku berjudul Hukum Sarana Peme-
rintahan karya penulis ini sebenarnya diinspirasikan oleh per-
kembangan yang sangat cepat di bidang hukum administrasi 

negara, sebagai variabel terpengaruh dari perkembangan politik 
ketatanegaraan RI. Dalam perkembangan penulisan buku ini, selan-
jutnya selain didasarkan atas studi pustaka juga dipadukan dengan 
pengalaman penulis pada saat melakukan kajian di instansi-instansi 
pemerintahan. Dengan demikian, harapannya selain terutama dituju-
kan untuk salah satu bahan pustaka di lingkungan perguruan tinggi, 
juga terdapat dimensi empirik dalam proses praksis penyelenggara-
an pemerintahan, sehingga buku ini dapat dimanfaatkan secara lebih 
luas dan leluasa bagi para pengamat, peneliti, dan pelaku pemerin-
tahan.

Buku ini tentu saja hanya bisa diselesaikan setelah melalui per
gumulan bertahun-tahun dalam proses penyusunannya dan didorong 
oleh keluarga tercinta. Menjadi sangat beralasan dan lebih dari 
layak rasanya, penulis harus berterima kasih kepada istri penulis 
Irene Ellyani, S.Sos. dan kedua anak penulis Fransisca Fitriana Riani 
Candra, S.H. dan Agatha Dwi Yuliani yang sangat tersita waktu keber
samaannya dengan penulis, pada saat penulis menyelesaikan buku 
sederhana ini. Juga tak lupa kepada semua pihak yang membantu 
penulis untuk menerbitkan buku ini tentunya penulis tak akan lelah 
untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih perlu juga penulis 
sampaikan kepada rekan-rekan di Bagian Hukum Administrasi Nega
ra Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang dengan 
caranya masing-masing telah memberikan dorongan bagi penulis 
untuk menyelesaikan buku yang berisikan setetes ilmu di tengah 
samudra ilmu tak bertepi.
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Akhirnya, semoga buku ini membawa manfaat kepada semua 
pihak yang tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan eksplorasi 
akademik.

Yogyakarta,

Hormat Penulis,
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
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